SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :oa.
b.
C.
Mengingat ;1.
2.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
selain masih belum menampung beberapa jenis tarif
layanan medis, juga beberapa jenis tarif layanan medis
sudah tidak sesuai dengan biaya penyediaan layanan
kesehatan yang cukup besar, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Rumah Sakit
Umum Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian melalui Peraturan
Gubernur;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Sulawesi Barat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

@Bﬂ IDIH Provinsi Sutawesi Banat



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuagan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan  Perencanaan  Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan  Perencanaan  Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 65);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 39);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 54);
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12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 54), ditambahkan beberapa jenis tarif retribusi serta
beberapa struktur dan besarnya tarif retribusi diubah, sehingga struktur dan
besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan berbunyi sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. :19610115 198703 1011
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